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Menimbang : a. bahwa sesuai dengan keientuan daiam PasaI 261 ayat (2i Undang-

unrlang Nomor 23 Tahun 2a74 tentang Pemerintahan Daerah

m611garn.rfatkanr baiiw,a Pelyusurran Rancaiegzin Rl'JNiil iapat'

dilakukan melalui pendekatan teknokratis dengan menggunakan

metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan

sasaran pembangunan daerah.
bahr,r,a untuk menjarnin agar Rancangan RPJMD Teknokratis selaras

dan sera.si dengari RP.IFD Kabupaten Hiilmahera Barat Tahr;n 200Ir

2A25 dan RPJI{D Provinsi iv{aiuku Utara Ttfiun 2Ol4-2O19 serta

mengacu pada RP.IMN Tahun 2Ol5-2O19, maka rJipandang perlu

mciibatkail seluiuh perangkat d.aerah d;.iingkuirgafi Fernerintaii

Daerah Kabupaten Halmahera Barat, Ptro pemangku kepentingal

lainnya, serta dapat puia melibatkan pakar yang teiah berpengala'Inan'

bahrva berdasarkal per*imbangan sebagaimana dimaksud pada huruf
a dan huruf b diatas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan

B::paii Hialmahera ]-:lar:Lt tcntarrg Tata Ci'.ra Pen;'usunatr Rencaiia

Jalgka Menengah Daerair {RPJNID) Teknoi<ratis iiabupaten Ha-kirahera

Barat Tahun 2016-2021.

Undang-unciang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undzrng-

unclang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentr:kan Daerah-

Daerair St-atar;,tra Tingiiat 11 daiarn iViiayah Dae;:ah Swarantra iingkat
I Maluku menjadi Undang-undang (Lembaran Negara RI Tahun 1958

Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor i65i;
Undang,undang Nomor 46 Tahun 1999 tcntalig trembentukan Provinsi

Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara

{Lcmbaran }lega::a F.I Tehun i999 NonTor 'i74, Tarnbalian Lenlbarai:

l{egara RI Nomor 3S95i Sebagaimana Tela}r Diubah Dengan Undang-

undang Nomor 6 Tahun 2AOO (Lembaran Negara RI Tahun 2OOA Nomor

73, Tirmb:Lkian Leinbaran i{egara Ri Noinor 3v6I\;
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2OO3 tentang Pembentukan

Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan,

Kabupaten Kepulauan SuIa, Kabupaten Fialmahei-a Timul dan I{ota

Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaral Negara RI

Tahr-ru 2003 liomor 21, Ta.mbiahanl Lembaran Negaia RI Nomor 1264\,;

undang-undang Nomor 77 Tahun 2OO3 tentang Keuangan

Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OA3 Nomor 47.

Tarrrbal.an Lemtr;arar: i{egeira Republik- Indunesia i\omor 4280).
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Urid.arig-Urrdai:g liomur i Taiiun 20C+ tettarig Per-be*<ieir'ieraa11 iiegara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5,

Tambahan Lembaral Ir{egara R.epubiik Indonesia Nomor 4355).

Undang-unda::.g l{omor \2 Tahu:: 2011 tentang Pembenti:-kan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tal:run 201 i liom,:i 81, Tarr:1-rah.an l-'emharan N:gar''i F":i:uhiik

Incionesia liorrit-rr 5233i.
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2Ai4 tentang Pemerintahan

Dtrerair(Leinbaran I'iegeua Repubi.ik I:idontsia Tahurr 2Ui4 I'Iom'.,r 2"1''i,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengeioiaan

Keuangan Daerr'li (L*mbaran Negara Repu-blik Indcnesia- Tahun 2OO5

Nomor 14O, Tambahan L.embaral Negara Republik Indonesia Nomor

5./157\

Peraturan Femerintah hlomor B Tahun 2O0B tentang Tahapan, Tata

Cara Penlrusunan- Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

irtrnb.rngu;.an l)aei:ah (Lernbai"an lJegara itepubLrk lncicnesia Tahuri

2008 Nomor2l, Tambah.an Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 48i71:.

Mrnet=gkan:

1O. Keputusan Presid.en Nomor 2 Tatrun 2015 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2Ol5 - 2al9;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2A06 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2l Tahun 2OLL

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 54 Tahun 2OtO Tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintatr Nomor 8 Tahun ZOOa tentang

Tahapan, Tata cara Pen5rusunan, Pengendalian, dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2016

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daera-h Kabupaten
Halmahera Barat Tahun Anggaran 2OL6-

MEMUTUSKAN

PERATURAN BUPATI IIALMAIIERA BARAT TENTAI{G PEITTUSUNAN

RENCAIIA PEMBANGUNAI{ JAI{GKA MENTNGAH DAERAH (RPJMD}

TIKNOI{RATIS I{ABT'PATEN IIALIT'IAHERA BARAT TAHTII{ 2OL6-
2o2L

BAE I
Frinsip dalil#:Hnskup

Pri*sip
Pasai 1

Da-lam men)rusu-n Rancanga-n RP.,IMD Teknokratis dilal<r-rkan d-engan prinsip-prinsip
se'uagai berikut :

(1) Transparan:
i2i trfektif;
(3) Efisien;
(4) Akuntabel;
(5) Ber:daya gl-ina dan berhasil guna; dan

t6) Hasilnya dapat diukur.

5.

-7t-

8.

9.
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Fasai 2

yang ciimaksud dengan "Transparan", adalah daiam penyusunan Rancangan

RPJMD Teknokratis rlilakukan secara terbuka, tidak diskriminatif, adi1,

ciemoi<ratis, prcfesionai Can proporsional.
yang dimaksud dengan "Efektif', adalah datam pen5rusunan Rancangan RPJMD

Teknokratis berpedoman pada reguiasi yang terkait.
yang dirnaksud dengan "Efesien", ada-tah dalam peny-usunan Ralcangal RPJMD

teknokratis dilakukan dengan menggunakan sumber daya yang minimal, untuk
mrncapai target ]'ang rnaksimal.
Yang dimaksud dengan "Akuntabel", hasil pen)rusunan Rancangan RPJMD

Teknokratis dapat dipertalggun g j awabkan.
yang dimaksud denga-i: "Eeldaya SJu.na. dan berhasil guna", adaiah substansi

Rancangan RPJMD Teknokratis dapat dipergunakan sebagai pedoman untuk
pen5rusun Rancangan Renstra PD, Rancangan Awai RKPD dan Rancangan Renja

PD.
Yang dimaksud dengan "Hasilnya dapat diukur", adalah substansi Rancangan

RRlir,{D Teknokratis dirumuskan secara terr-tku;:, sehingga dapat dijadikan
sebagai tolok ukur bagi Bupati dam Wakil Bupati iialmairera Barat daiam meniiai
capaian kinerja dari setiap perangkat daerah dalam pelaksanaan rencana
pembangunan daerah dan i'encama perangkal daerah.

Pasa] 3

Substansi Rancangan RPJMD Teknokratis Tahun 2016-2021 merupakan

penjabaran Visi, Misi, dan Program Kerja kepala daerah terplih, serta memuat

tujuan, sasaran, strategi, a-lah kebijakart, pernbangunan Daerah dan keuangzui

Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang

disertai dengal keranqka pendanaal bersifat indikatif untuk jangka waktu 5
(lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RP.IPD dan RP.IMN-

Dalam perumusan kebijakan Penlrusunan Rancangan RPJMD Teknokratis, tim
melakukarr konsultasi kepada Bupaii clan Wakil Bupati terpilih dan rneminta

masukanfsa-ran kepada DPRD, serta kepada par.a pemangku kepentingan

lainnya.

Pasal 4

Tahapal da1 Tai.a Cara Pe*3rusunan Rarr.canganRPJh{D Teknoi<ratis, adalah sebagai

berikut:
(i) Persiapein penyusunan Rancangan Awal RPJMD Teknokratis;

tZ) Peny'usunan Rancangan A',vaI P.PJ&{D Teknokratis;
(3) Pelaksanan forum konsultasi Rancangan AwaI RPJMD Teknokratis; dan

{4) Penyr-rsunan Rancangan Akhir RPJMD Teknokratis.

Bagian Kedua
Ruang LingkuP

Pasal 5

Ru:,mg lingkup penlmsunam Rancangan RPJMD I'eknokratis Tairun 2016'2A2i,
meliputi:
a. Merumuskan dan menjabarkan Visi Bupati dan Wakii Bupati terpiiih;
b. Merumuskan da1 menjabarkal Misi Bupati dan Wakil Bupati terplih;

(4)

(5)

(6)

(1i
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c. Merr,"muskan operasionalisasi tuju,an dalam rangka pencapaian target Misi:

d. Merupuskan target sasaran renca-r1a jangka menengah kedalarn target

sasaran tahunan;
e. &4erurluskan slrategr yang akan ditempuh dalam pencapa,ian targ,e t sasaran;

f. Merumuskan arahkebijakan yang akan ditempuh dalam pencapaian target

strategi;
g. Merumuskan jenis program PD dan lintas PD yailg ditetapkan dalarn

Rancangan RPJMD Teknokratis dalam upaya pencapaian target Visi, Misi

clan target pencapaiari laYanan kepada masyara-l<at; dan

h. Nierumuskan proyeksi pertumbuhan kapasitas riil pendapatan daerah untuk
5 (lima) tahun kedepan.

BAB II
Strrrktur Tim dan Data Pembangunan l)aerah

Bagian Kesatu
Struktur Tim

Pasal 6

(1)Tim pen],usuna:r Rancangan RPJ&fD Tel.rnokratis yang dibentuk terdiri".lari ;

a. 1 (satu) orang pejabat eseion II PD sebagai ketua;
b. i (satu) orang pejabat eselon III sebagai sekretaris; dan
c. Pejabat Kepala Perangkat Daerah rlan Kepala Kecamatan atau yang mervakiii

dari seluruh Perangkat Daerah dan Kantor Kecamatan, berkedudukan sebagai

anggota
(2) Untuk n:emperkuat Tim dalam perurnusan kebijakan, rnaka tim dapat dibantu

oleh :

a. Pakar dari akademisi:
b. Praktisi yang teiah berpengalaman dibidangnya; dan
c. Pejabat pusat danf atau daerah yarlg telah berpengalaman dibidangnSza.

(3) Susur:.an Tim pen)rusunan Rancangan RPJh'iD Teknokraus sebagaini.ina

dimaksud ayat (1), ditetapkan sebagaimana terlampir dalam Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Data Pembangunan Daerah

Pastil 7

Data d.an inlbrmasi primer yailg diperguna-karr untuk pernyusunam Ra;rcanga-n

RPJMD Teknokratis dapat berupa capaian targetkeberhasilandaerahdalarn
menyeienggarakanurusanpemerintahan wajib berkaitan dengan peiayanan dasar,

urusan pemerintahan wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan
pemerintahan pilihan
Data dan informasi sekunder 5rang dipergunakan dalam perllmusan Rancangrrn

RPJMD Teknokratis dapat bersumber hasii evaluasi pencapaian kinerja
pelaksanaan RPJMD 5 (lima) tahun yang lalu, peraturan perundang-undangan,
jurnal, hasil penelitiar:, buku, br<;sur dan media cetak iainaya;

Pasal 8

(1) Urusan Pemerintahan Wajib berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana

dimaksud pada ayat Pasal 7 aSrat (1) terdiri dari:
a. pendidikan;
b. kesehatan;

{1)

\!)
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c. pekerja,irl. $mum cian perumahal rakyat;
d. penataan ruang dan kawasan permukiman;
e. ketenteraman, ketertiban rrmllm, dan pelindungan masyarakat; dan
f. sosial.

(2) Urusan Pemerintahan Wajib tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar
sebagaicr ala dimaksuci pada- Pasal 7 ay aL { 1 ) terdiri dari :

a. tenagakerja;
b. pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak:
c. parlgan;
d. pertanahan;
e. lingkungan hidup;
f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipfl;
g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
h. pengenela-lian penduduk dan keluarga berencarta;
i. perhubungan;
j. komunikasi dan informatika;
k. koperasi, usaha keci1, dan menengah;
1. penanaman modal;
m. kepemudaan dan oiah raga;
n. statistik;
o. persandian;

P. keb:-rda3'aan;
q. perpustakaan; dan
r. kearsipan

(3) Urusa-n Pemerinteihan Pilihan sebagain:.arra dimaksud pada Pasal 7 ayat {i) terdiri
dari:
a. kelautan dan perikanan;
b. parirnisata;
c. pertarian;
d. kehutanan:
e. eners/ dan sumberdaya mineral;
f. perdagangan;
g. perinCustrian; dan
h. transmigrasi.

BAB III
Jangka Waktu Pelaksanaan

Fasal 9

i1i Tirn Penyus:.rnan i{ar:cangat RPJIIfD Teknokratis harus dapat rnenyelesaikerr
pekerjaan dimaksud paling lama S(lima) bulan kalender, terhitung sejak

ditetapkarrnya Surat Keputusan ini oleh Bupati Halmahera Barat;
(2) Berkaitan dengan penetapan batas r,vaf<tu pen-velesaian Rancangan RPJ\'{D

Teknokratis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, maka sepanjang untuk
menunjang penl.rrsunan Rancangan RPJIVID Teknokratis dimaksud, seh:ruh
fasilitas sarrana dan prasararla milik Pemerintah Kabupaten Hzrimahera Barat

dapat dipergunakan.
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Br&S fV
Fembiayaan

P:, c:,1 1 (-)

Seiuruh pembiayaan yang diperiukan terkail dengan penyusunan Rarcangan
RPJMD Teknokratis Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2016-2021, dibebankan
pa,3a Anggaran Pendapatan dari Belanja Daerah Kabupaten Haln:.ahera Barat
Tahun 2076;
Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada a.yat (1) diatas, termasuk seluruh
pembiayaanyang keperluan untuh tenaga ah.1i sebagaimana dimaksud pada Pasal

6 ayat (2) diatas.

BAB V
Pengendalian

Pasall 1

Bupati l{*Jrnahera Barat rnelaksa;rakan pengendaliaut terhada.p perm.usu:f

kebijakan penJrusunan Rancangan RPJMD Teknokratis Tahun 2016-2021;.
Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat ii), dilakukan oleh Kepala
Eappeda Kabupaten Halmahera Barat.

BAB VI
Ketentuan Penutup

Pasal 12

(i)

(21

Peraturan Bupati Halmahera Bzrat ini
ketentr:an apabila terdapat kekeliruan
sebagairnana inestinl'a.

muiai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan

dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan

Ditetapkan di : Jailoio
pada tanggal: { f.taO-rt 2C-76

fra,r,$, HALMAT{ER q, BARqr,

DAI{NY IWSSY

Diundangkan di iailolo
Pada tanggal 1 N4'q,rg1

SEI{RETARiS DAERAH
KAB. HALMAHERA BARAT

TTD

DR. IR. H. ABJAN SOFYAN, MT

2416

Bid Pem & Adm Llmurn

Hukum & O

/



LAMPIRAI{ : PERATIJRAII BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR ). ATAntiN 2016
TANGGAL l Marret 2arb

TENTANG :TIM PENYUSUN RANCANGAN RPJMD TEKNOKRATIS KABUPATEN
HALMAF{ERA BARAT TAi{UN 2016 - 2O2I

No Nama Jabatan Struktural Jabatan
Dalam
?im

1. Ir. SaS,uti Djamaa. MMA Kepala Bappeda Kabupaten Halmahera
Barai

Ketua

2. Drs. Sahril Abd. Radjak,
M.Si.

Kepala BPKAD Kabupaten Halmahera
Barat

\l/q lzi I

Ketr.ra

J. Hj. Wahnia, ST. MT. Sekretaris Bappeda Kabupaten Halmahera
Barat

Sekretaris

4. Sony Balatjai, S.Pd.,M.Si. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten
Ilalmahera Barat

Anggota

5. Dra. Atty Tutupoho,
A.Pt., M.Si

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten
Hdmaher-a- Barat

Anggota

6. Muhammad Yusup, ST Kepaia Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten
Halmahera Barat

Anggota

7. Drs. Agustinus Purwok<-r Kepala Dinas Perhubungan dan
informatika Kabupaten Halmahera Barat

Anggoi.a

a lr. Ismail, M.Si. Kepala Dlnas Pertanian Kahupaten
Halmahera Barat

Anoont=

9. Fradrik K. Budiman,
A.Pi.,M.Si.

Kepala i)inas KeTautan dan Perikanan
Kabupaten Halmahera Barat

Anggora

kl. Feni lfiat, SSTP Kepiaia Kanlcr Perrttrila, Oialiraga ciarr
Pariwisata Kabupaten Halmahera Barat

Anoo.,'a

11 Denv C. Kasin:. SH.. IVIH. Kepala Bagian Hukr:m dar: Organisasi
Setda Ka-bupaten Haimahera Barat

Anggota

t2. Didin Usman. SP Kepa"la Bidang Pengendalian Program pada
Bappeda Kabupaten Halmahera Barat

Anggota

i5. Husen Abdurrahman Kepaia Bidang Fisikdan Prasarana pada
Bappeda Kabupaten H airnahera. Bara.f

Anggota

14. Adrizal Hena, S.Pi., M.Sc. Kepala Bidang Ekonomi pada Bappeda
Kabupaten Halmahera Barat

Anggota

i5. Nurlaila Amarullah, SE Kepala Bidang Sosial dan Budaya pada
Bappeda Kabupaten Halmahera Barat

Anggota

Peiabat Paraf
Sekretaris Daerah tL 'l-E
Ass, Bid Pern & Adm umurn v-

Ka Bapedda
Katras Hukum & Orss w


